
Menimbang:

Mengingat:

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PRO\1NSI RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEI'{YELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2OOS tentang Sistem Keolahragaan

Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan

untuk mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan dan mesgawasi penyelenggaraan

keolahragaan di daerah;

bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaal Pemerintah

Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolalragaan

melalui Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerai.

bahwa berdasarkar! pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturarr

Daeratr tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Unda-ng Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6I Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dal Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai

Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646),

b.

c.

2.

1.



3.

4.

5.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan l,embaral

Negara Republik lndonesia Nomor 4535);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tei]tang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahar Daerair (Lembar.an Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentalg
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 35, Tambatral

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetqjuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Menetapkan:

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG

KEOLAHRAGAAN.

PET{YELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimal<sud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimal<sud Undang-undang Dasar Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1945.
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4.

5.

6.

7.
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B.

9.

11.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusart

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dal Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dat
tugas pembantuan dengal prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua!

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun

1945.

Pemerintail Daerair adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Daerah ada.lai Daerai P.ovinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalai Pemerintah

Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Komite Olairaga Provinsi adalah komite olahraga

provinsi Riau.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaa,n dan Olahraga

Provinsi Riau.

Penyelenggaraan KeolahragaaJr adalah proses sistematik

yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan

pemangku kepentingan secara terpadu dan

berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam ralgka
mencapai tqjuan keolahragaan.

Perencalaan Keolahragaan adalah ralgkaian kegiatan

yang sistematik, temkur, terpadu, bertahap, berjenjang,

dar berkelanjutan dalam rangka mencapai tqjuan
keolahragaan.

Pembinaan dan Pengembaigal Olahraga adalah usaha

sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai

tqjuan keolahragaan.

Keolahragaal adalah segala aspek yang berkaitan

dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,

pendidikan, pelatihar, pembinaan, pengembangan, dan
pengawasan.

10.

12.
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13. Olahraga adalai segala kegiatan yang sistematis untuk
mendorong, membina, serta mengembangkan potensi

jasmani, rohani dan sosial.

14. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok

orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan

olahraga meliputi pembina olahraga, dan tenaga

keolahragaan,

15. Olal-rragawar adalah pengolahraga yang mengikuti

pelatihan secara teratur dal kejuaraan dengal penuh

dedikasi untuk mencapai prestasi.

16. Gum Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan

yarg memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan

di bidang olatrraga untuk melaksa:rakal proses

pembelajaran melalui altivitas jasmani yar:Ig dirancang

guna meningkatkal kebugaran jasmani,

mengembangkan keterampilal motorik, pengetahuan

dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan

kecerdasaa emosi pelajar,

17. Pelatih adalah seseorang ya-ng memiliki kemampual dan

keahlian untuk mempersiapkal fisik dan mental

olahragawan maupun kelompok olahragawan.

18. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki

kualifrkasi darr sertifikat kompetensi dalam bidang

olahraga.

19. Olahraga Pendidikar adalah olahraga yang dilaksanakan

sebagai bagiarr proses pendidikan yang teratur darr

berkelanjutan untuk memperoleh pengetaiuan,

kepdbadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran
jasmani.

20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksana-kan

untuk mernbina dan mengembangkan Olahragawan

secara terencana, berjenjaig, dan berkelanjutan melalui

kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan

ilmu pengetahuar dan teknologi keolahragaal.

21. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan

oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan

kemampuan yang tumbuh dan berkembalg sesuai
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dengan kondisi darr nilai budaya masyarakat setempat

untuk kesehatan, kebugatan, dan kegembi.aan.

22- Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan

oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan frsik,

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu
lama yang dalam bednteraksi dengan lingkungan darl

sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang

menJulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif,

berdasarkan kesamaan hal
23. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas

dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

24. Olahtaga Profesional adalah olahraga yang dilakukan

untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau

bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran

berolahraga.

25. Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya

kesehatarr yalg memanfaatkan olahraga atau latihan

fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk
meningkatkan derajat kesehatan.

26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai

olalragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan

olahraga.

27. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas pfestasi

di bidang olahraga yang diwujudkal dalam bentuk
material dan/atau non material.

28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruarg termasuk

lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan

atau penyelenggaraan keolahragaal.

29, Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan

yarg digunakan untuk kegiatan olahraga.

30. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orarg yang

merjalin kerjasama dengan membentuk organisasi

untuk penyelenggaraan olahragal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

31. Induk Orgaiisasi Olahraga Daerah adala]' organisasi

beberapa olahraga yang membina, mengembangkan, dan

mengkoordinasikan satu cabang/ jenis olahraga atau



-6-

gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis

olahraga di Daerah.

32. Komite Olahraga Provinsi adalah organisasi olahraga
yang beranggotakan induk cabang olahraga di provinsi

dan kabupaten/kota serta Komite Olahraga

kabupaten/kota.

33. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan

olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang

menarik, menyenangkal, dan men; eharJ<an.

34. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalarn

bentuk produk barang dan/atau jasa.

35. Orang adalah orang perseorangarlr kelompok orang,

kelompok masyarakat, atau badan hukum.
36. Masyarakat adalai sekelompok orang termasuk dunia

usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian

dalr peranan dalam bidang keolahragaan.

37. Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi

Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan

lptek keolahragaal adalah peningkatan kualitas dar
kuantitas pengetalluan dan teknologiyang bertqjuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang

telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi,

dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan difungsikan

mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, dan

membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau
melakukan aktivitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga

serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang

bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya
perwujudal visi dan misi pembangunan Daerah.

untuk
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Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan adalah :

a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan daerah,

nasional, regional dan internasional;

b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang

tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami,

mengerti, melaksanakal dan menikmati manfaat

olahraga;

c. menggerakkan potensi masyarakat daerah yang akan

dipersiapkan sebagai olahragawan daerah, nasional,

regional dan internasional;

d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi

olahraga lingkup nasional, regional dan internasional.

Bagian Ketiga
prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip :

a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggr

nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan

masyalaKat.

b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yalg beradab;

c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan

estetika;

d. pembudayaaa dan keterbukaan;

e. pengembalgan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi

masyara l<at;

f. pemberdayaal pe.an seda masyarakat;

g. kescharan, keselamatan, dan keamanan, dan

h. keutuhan jasmani dan rohani.
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BAB III

TUGAS, WE\MENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH PRO\,1NSI

Bagia! Kesatu

Tugas

Pasa.l 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan

kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan
pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta
melaksanakan standardisasi dar penjaminan mutu bidang

keolahragaaa didaerah sesual dengan kewenangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan

pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan

keolahragaal meliputi pembinaan, pengembangan,

pelaksanaan dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui:

a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

pada jenjang pendidikan menengah;

b, penyelenggaraan kejuaraan olairaga tingkat Daerah;

c. pembinaan dal pengembalgan olahraga prestasi tingkat
nasional;

d. pembinaan dan pengembangal orgalisasi olahraga

tingkat daerah; dan

e. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan

nasional di Daerah.
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(2) Tanggung jawab Pemerintah Dearah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pelaksanaan kebijakal nasional keolahragaan;

b. pelaksaaaan standarisasi keolahragaan nasional;

c. kooordinasi pembinaal dan pengembangan

keolahragaa:-r;

e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai

standard pelayanan minimal;

f. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan

keolahragaat; darl
g. penlaminan mutu penyelenggaraan kegiatal

keolahragaan di Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

pasal 8

Ruang Iingkup peraturan daerah ini, meliputi :

a. Perencanaan;

b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;

c. Tenagakeolahragaai;

d. Pembinaan dal pengembalgan organisasi olahraga;

e. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah;

f. Pelaku Olahraga;

g. Penyediaan salana dan prasarala;
h Tn.lr r<fri alahraoc.

i. Peryelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
j. Pengembangan Ilmu Pengetahuan da! Teknologi

Keolahragaan;

k. Peral serta masyarakat dan dunia usaha;

1. Koordinasi;

m. Kerjasama;

n. Sistem informasi keolahragaan;

o. Penghargaan; dan

p. PendanaanKeolahtagaat.
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(2)
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BAB V

PERENCANAAN

Pasal 9

Pemedntah Daerah men1rusun rencana keolal-rragaan,

sesuai rencana keolahragaan, sesuai rencana

keolahragaal nasional dan dokumen perencanaan

yL urua16urrar uaL r ar.

Perencaraan keolahragaan sebagaimana dimalsud pada

ayat (1), meliputi:

a. Rencana induk pembangunan keolahragaan daerah;

dal
b. Rencana operasional keolahragaan.

Rencala induk pembangunan keolairagaan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling

kurang rnemuat visi, misi, tu-juan, sasaral, analisis

strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksarraan, dan

koordinasi pengelolaan keolahragaan.

Rencana operasional keolahragaan sebagaimala

dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai

ketentuar peraturan perundang-undalgan dan sebagai

operasionalisasi rencana induk pembangunan

A!vrarrar<aarr uaLrarr.

Dinas men1rusun rencala induk pembaagunan

keolahragaal dan rencana operasional keolahragaan

berkoordinasi dengal Penerintah Pusat, Pemerintah

Kabupaten/Kota, pemalgku kepentingan terkait dan

masyaiakat.

Rencana induk pembangunai keolahragaal dan rencala

operasional keolahragaal sebagaimala dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peratu.an

Gubernur.
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BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Ke satu

Umum

Pasal 10

Pembinaar-r darl Pengembangan Olahraga, mencalcup :

a. OlahragaPendidikar;

b. Olahraga Prestasi;

c. Olal.rragaRekreasi;

d. Olahragadisabilitas.

e. Olahraga Aparatur Sipil Negara

f. OlahragaTradisional

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikal

Pasal 1 1

(1) Pembinaan dan Pengembalgan Olahraga Pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf a,

bertujuan untuk :

a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;

b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;

c. membangun karakter yang sportif;

d. keteranpilan olahraga; dan

e. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.

(2) Setiap lembaga pendidikal wajib menyelenggarakal

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara teratur,

bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan

taraf pertumbuhal, perkembangan, bakat dart minat
peserta didik.

(3) Pembinaar dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

dilatsanakan dan dia-rahkan sebagai satu kesatuan

sistematis darl berkesinambungan dengal Sistem

Pendidikan Nasional.



(4)

(s)
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Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

pendidikal dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi dal
Olahraga tradisional sebagai bagian da-d aktivitas
pembelajaran.

Pendanaan pembinaar-r dan pengembanngan olahraga
pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor
pendidikal.

Pasal 12

Pembinaan dal Pengembalgan

dilaksanakan melalui kegiatal:

Olahraga Pendidikan

intral<urikuler;

ekstrakurikuler.

Pasal 13

(1) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a, dilaksaraka:t melalui :

a. penetapan kurikulum pendidika:r Ola11raga pada
jenjang pendidikal dasar dan pendidikal khusus;

b. penetapan kurikulum muatal lokal pada satuan

pendidikal dasar sesuai kewenalgan Daerah;

c. pembinaan dan pengembangan kompetensi Guru
Olahraga pada satuan pendidikai sesuai

kewenangan Daerai;

d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan Olahraga pada

satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;

e. penyelenggaraalr proses pembinaan daj1 pelatihan

Olairaga pada satu.rn pendidikan sesuai

kewenalgan Daerah;

f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan

Olalraga pendidikaa;

g. penyelenggaiaan, pelatsalaar, dan fasilitasi

kejuaraan Olahraga dalam bentuk Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional atau nama lain berdasarkan

ieniqno nc n rl irl ilza n

a.

b.
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(3)
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Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan
oleh Peralgkat Daerah yang menyelenggarakan ul.r.tsaIr

pemedntahan di bidang pendidikan.

pasal 14

Setiap satuan pendidikan yang dikelola pemerintah

Daerai dan/atau masyafakat wajib menyele.lggaJakan

pembinaan dan pengembalgan Olairraga pendidikan

mclalui intrakuriku ler, melipuri :

a. pelaksalaan kurikulum pendidikan Olahraga sesuai

kurikulum nasional dan kurikulum muatan iokal;
b. sarana dan prasarana;

c. penerapan ilmu pengetahuan dan tektologi Olahraga
pendidikan; dan

d. pengembangar potensi pelajar yarrg memiliki bakat
dan atau prestasi di bidang Olahraga.

Satuan pendidikan dapat melakukan kernitraan atau
kerjasama dengai masyarakat atau badan usaha
pengelola pemilik prasarana Olahraga dalam hal
kewajiban penyediaan prasarana sebagaimala dimaksud
pada ayat (1) huruf b, belum dilaksalal<an.

Pelal<sanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

oleh satuan pendidikal sebagaimaia dimaksud pada

ayat (1), dilakukan oleh Guru Olahraga yang memiliki
kompetensi dan dapat dibaatu oleh Tenaga Keolahragaan

yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

intrakurikuler pada satuan pendidikan

menyelenggaralan pendidikal di bidang pendidikan

berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

melalui

yang

agama,
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(3)
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Pasal 16

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf b, dilaksanakar di luar kegiatan belajar

mengajar Olahraga Pendidikan dar.r diarahkal untuk
menumbuhkembangkan prestasi Olahraga pada satuan
pendidikan.

Satuan pendidikan dapat membentuk unit kegiaian
Olahraga, kelas Olallraga, serta unit pembinaan dai
pelatihan Olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler
Olahraga Pendidikan.

Penyelenggaraan Olahraga Pendidikar melalui

ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Guru Olahraga yang

memiliki kompetensi, disertai pelatih, instruktur atau
pemandu Olairaga yarrg memiliki kompetensi dari induk
organisasi cabang Olahraga terkait dan/atau rujukan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

bidaag pendidikan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanaftan fasilitasi Olahraga

Pendidikan pada satuan pendidikan, dengan cara :

a. fasilitasi prasarana dal sarana Oiahraga;

b. pembinaal dal pengembalgan unit kegiatan

Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan
pelatihan Olahraga.

Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakal melalui kerjasama dengan

pihat lain.

Pasal 18

Pelaksanaan pelatihan darr bimbingan Olahraga Pendidikan

melalui intrakurikuler dan ekstrak:rikuler, harus sesuai

standar nasional dan/ atau internasional.
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(2)

(3)

(4)

(s)

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pembinaal dan
pengembangan peiajar pendidikan yalg memiliki bakat,
kemampuan, dan potensi Olahraga untuk mencapai
prestasi, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan
dengan dukungan ilmu pengetahuan Keolahragaa:r

melalui sentra pembinaan Olahraga pelajar.

Pembinaan dal pengembangan sentra pembinaal
Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan untuk menuqjang prestasi Olahraga
sesuai potensi dan kebutrrhan Daerai.
Sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayal {i) dan ayat (2), dilaksana*an melalui :

a. sekolah khusus olahraga; dan

b. pusat pembinaan dal latihan pelajar.

Pembentukan sentra pembinaan Olahraga pelajar

sebagaimala dimaksud pada ayat t1), dapat
dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang

Olahraga sesuai potensi Olahraga setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra
pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada yata

(1) diatur dalam Peraturan Gubernur,

Bagian Ketiga

Olahraga PresLasi

Pasal 20

Pembinaan dan Pengembaigan Oiahraga prestasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

dilatsanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat

Daerai.

Pembinaan dan Pengembaigan Olahraga Prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. peningkatan kemampuan dan potensi Olahragawan;

b. pencapaian prestasi Olahraga tertinggi di tingkat
provinsi, dan nasional, regional dan internasional;

(1)

(2)



c.

d.
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mewujudkan Olahragawan Daerah sebagai kekuatar
inti keolahragaan provinsi dan nasional, regional dan
infernasinnrl don

pembinaan dedikasi dan loyalitas Olahragawan

terhadap Daerah dan nasional.

t1)

(21

Pasal 21

Induk organisasi cabalg Olahraga Daerah mempunyai

tugas atas pelaksanaan pembinaal da:r pengembangan

Olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan

berdasarkan peratu ra n perundang-undangan,

Induk organisasi Olahraga Daerah sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. pembibitan, pembinaai, dan pengembangan prestasi

Olahragawan;

b. pengkoordinasian Olahraga Prestasi sejenis;

c. pemberdayaan perkumpulan darl klub Olahraga;

d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; da:t

e. penyelenggaraan kompetisi dal kejuaraan secara

berjenjang dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Olahraga pada tingkat Provinsi

diiatukan oleh Induk Organisasi olahraga dibawah

Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau.

Komite Olahraga Proviosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di bentuk oleh induk organisasi cabang olahraga

Provinsi dan bersifat maldiri.
Komite Olahraga Provinsi mempunyai tugas :

a. Membantu Pemerintah Daeral dalam membuat

kebijatan Daerah disetiap penyelenggaraan

pembinaan dan penyelenggaraan olahraga Prestasi.

b. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga

dan organisasi olahraga fungsional dalam Komite

olahraga Kabupaten/ Kota.

c. Melaksanakan pengelolaar, pembinaar darr

penyelenggaraan olahraga prestasi.

d. Bertanggung jawab untuk pelaksanaaa Pekan

Olahraga kabupaten/ Kota dan Provinsi.

(3)

(4J

(5)



(6)

(7j

Komite Olahraga Provinsi melalui Rapat anggota

menetapkan kabupaten/kota sebagai calon tuan rumah
pada Pekan olahraga Provinsi yalg selanjutnya
ditetapkal oleh Gubernur.

Pemerintah Kabupaten/kota yang telah di tunjuk sebagai

T\.ran rumah pada Pelaksanaan Pekan Olahraga

Provinsi, bertanggung jawab terhadap pelaksataan pada

Pekan olahraga Provinsi tersebut

Pasal 22

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

sebagaima.na dima,ksud dalam Pasal 2l harus

melibatkan Olahragawa-n muda potensial hasil
pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat

sebagai proses regenerasi Olahragawan Daerah.

Pembinaan darr Pengembangal Olahragawan muda

potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan pada

sentra pembinaan Olairaga pelajar, sentra pembinaa:r

Olahraga terpadu, serta sentra pembinaan Olahraga

yarg dikembangkan oleh induk organisasi cabang

Olahraga Daerah.

Pasal 23

rangka mendukung

(2)

(1)

{1) Dalam Pembinaan dan

Pemerintah DaerahPengembangan Olairaga Prestasi,

melaksanakan :

a. fasilitasi pelaya-nan dan kemudahan Olahraga

Prestasi kepada induk orgalisasi olahraga Daerah;

b. pendampingar kepada Olahragawan dan pelatih

berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan

loyalitas terhadap Daerah;

c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan

profesionalisme Tenaga Keolahragaan;

d. pembentukan da]l pengembangan sentra pembinaal

Olahraga terpadu; dal
e. fasilitasi penyelenggaraal kompetisi Olahraga

Presasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
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(2) Pembinaan dan Pengembaigan Olahraga prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksana}an oleh

Dinas.

Pasa! 24

(1) Dukungan Pembinaan dan Pengembatgan Otahraga

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat llJ,
huruf a, hul|f b, dan huruf c meliputi :

peqyediaan prasaraia dan sarara Olahraga;

pendainpingan program;

bantuan pendanaan; dan /atau
bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan sesuai kemampuan keualgan Daerah,

Olahragawan dan peiatih berprestasi yang mendapat
pendainpingan dari Pemerintah Daerai dalam bentuk
bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam
pertandingan Ola] raga tingkat nasional.

Da-lan hal Olahragawal dan pelatih berprestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan mutasi

atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau

mengembalikan bantuan pendanaan yang telah

dikeluarkan Pemerintah Daerah.

Ketentua-n pengembalian bantuan pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan

dalan hal mutasi dilakukan akbat :

a. mengikuti suami atau isteri;

b. mutasi kepegawaial; dan

c. meladutkan pendidikan.

Pasal 25

Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga

Prestasi melalui pembentukan dan pengembarrgan sentra

pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meLiputi sarana dan
prasarana Olahraga serta upaya pembibitan, pelatihan,

pembinaan, dan pengembangan Olahragawan unggulan

Daerah.

a.

b.

c.

d.

(2)

{3)

(4)

(1)



\2)

(3)
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Sentra pembinaaa Olahraga terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk 1 (satu)

atau beberapa cabang Olahraga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra
pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olairaga secara

berjenjang dan berkelanjutan sebagairaar.ra dimal<sud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk
kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Provinsi, nasionai,

dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi

Olahraga Prestasi dari induk cabang orgalisasi Olahraga

dan/ atau induk organisasi Olahraga Daerah.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk penda-naaa, prasarara dan sarana serta

sumbei daya manusia.

(2)

(1)

a.

b.

c.

d.

(3) Ketentuan lebih larrjut mengenai fasilitasi
penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang

dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Ola]lraga Rekreasi

PasaI2T

Pembinaan dal Pengembangan Olahraga Rekreasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurul c

diselenggarakan untuk :

memulihkan kesehatan dan kebugaran jasma:ri yang

merupakan bagial integral dari kesehatan Olahraga;

memelihara dal meningkatkan kesehatan, kebugaran,

dal kualitas hidup masyarakat;

meningkatlan kesenangan atau kegembiraan;

membargun dan meningkatkan hubungan sosial; dan



e,
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menggali, rnengembangkan, melestarikan, dan

tumbuh

(1)

(2)

(3)

memanfaatkan Olahraga tradisional yang

berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 28

Dinas bekerjasama dengan federasi olahraga masyarakat

bertanggung jawab atas pela-ksanaan pembinaan dal
pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai peraturan

perundang-undalgan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

a. penyediaat prasarana dan sarana; dal
b. kegiatan Olahraga rutin.

Kegiatan Olairaga rutin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau
pelatihal oleh Tenaga Keolallragaan berkompeten.

Pasal 29

Induk organisasi Olairaga Rekreasi bertanggung jawab

atas penyelenggaraan Olallraga Rekieasi.

Tanggung jawab induk organisasi Olahraga Rekreasi

sebagaimarra dimatsud pada ayat (1), meliputi :

pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalar,

dan pembinaal;

pengkoordinasial dan pemberdayaan Olahraga

Rekreasi masyaral<at yarrg dilaksanakan oleh

organisasi cabang, perkumpularr dan klub Olahraga

Rekrcasi;

penlrusunan dan penetapan standar Olahraga

Rekreasi; dan

pengembangan, pelestarian, dan pemanlaatan

Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembalg

sebagai khasanah budaya Daerah.

(1)

(21

b.

c.

d.



(1)

(2)

Pasal 3O

Penyelenggaraal Olahraga Rekreasi yalg mengandung risiko
terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi

standar serta menyediatan instruktur atau pemandu yang

mempunyai pengetaiuan, keahlial, dan keteranpilan sesuai
jenis Olahraga.

Pasal 31

Dalam rangka mendukung pelaksanaal pembinaan dan
pengembalgal Olahraga Rekreasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruJ b sampai dengan huruf
e, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada

induk organisasi Olahraga Rekreasi Daerah.

Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksarakan
melalui :

a. penyediaan prasarana dan sarana;

b. pendampinga:r program;

c. bantuan pendanaan disesuaikan dengan kemampuas

keuangan Daerah;

d. fasilitasi penlrusunan standar Olahraga Rekreasi

masyarakat yar-rg bersifat massal dan Olahraga

tradisional; dan/atau

e. penyelenggaraan festival da]1 invitasi Olahraga

Rekreasi )ang berjenjang dan berkelanjutan.

Dinas bersama dengal Perangkat Daerai yang

menyelenggaral<an urusan pemeriotahan dalam bidang

kebudayaan, melakukan fasilitasi pembinaan dan

pengemba ngan Olahraga Rekrea si.

Bagial Kelima

Olahraga Disabiiitas

Pasal 32

Pembinaan dan pengembangan Olairraga Disabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d

diselenggarakan untuk meniogkatkan kesehatan, rasa

percaya did, dan prestasi.

(3)



(1)

12)
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Pasal 33

Induk organisasi Olahraga Disabilitas di Daerah

bertanggung jawab atas Pembinaan dan pengembangan

Olahraga Disabilitas di Daerah.

Tanggung jawab induk organisasi Olahraga Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjarg
dan berkelanjutan.

Pasal 34

Dalam rangka Pembinaan dar Pengembangan Olahraga
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33,

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan
pengembangan Olahraga Disabilitas kepada induk
organisasi olahraga Disabilitas.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. penyediaan prasarana dan sarala Olahraga;

b. pendampingan program;

c. bantuan pendanaan; dan/atau
d. kompetisi Olalraga Disabititas tingkat provinsi dal:I

nasional, regional dan internasional.

Dinas bersama Pe.angkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang

sosial, pendidikan, dan kesehatan, memfasilitasi
pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan

Olahraga Disabilitas untuk meningkatJ<at kemampuan,

potensi, dan pencapaian prestasi Olahraga Disabilitas.

Sentla pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk 1 (satu)

atau beberapa cabang Olahraga,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra
pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peratural Gubernur.

(1)

(2|

(3)

t1)

t2)

(3)



(1)
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Pasal 36

(1) Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam

masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan

Olahraga Disabilitas.

{2) Pembentukan sentra pembinaarr Olahraga Disabilitas

oleh organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam
masyarakat sesuai ketentuarr peraturar perundalg

undangan.

Bagial Keenam

Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 37

Pembinaan dan pengembalgan Olagraga Aparatur Sipil

Negara sebagaimala dimaksud dalam Pasal 10 hurrrf e
diselenggaralal untuk meningkatkan kesehatar-r jasmani

darr rohali, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa,

solidaritas dal kebersamaan Aparatur Sipil Negara di

Daerah serta memberikan keteladanan bagi masyaral<at.

Pembinaan darl pengembangan olahraga Aparatur Sipil

Negara dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. penyediaan sar:ana dan prasararra;

b. kegiatan olahraga rutin,

c. tes kebugaran jasmani,

d. pelatihan,

e. kompetisi berjenjarg darr berkelaljutalr; dan

f. fasilitas pengembangal prestasiolaharaga.

Penyediaan sarana dall prasarana serta kegiatan

olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dal huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat

Daerah Provinsi.

Pelatihar sebagaimala dimaksud pada ayat (2) hur-uf c

dilaksalakal oleh tenaga keolahragaan yang

berkompeten.

Kompetisi yang berjenjalg dan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi

tingkat Daerall Provinsi dan Nasional.

(2)

(3)

14)

(s)



(6)

t7)

(8)
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Fasilitas pengembargan prestasi olatrraga sebagimana

dimaksud ayat (21 huruf f, dilaksanakan untuk
mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di
Daerah Provinsi yarg memiliki prestasi olahraga dalam

kejuaqafl olahraga tingkat Daerah Provinsi, nasional,
regional dai internasional.

Dinas dan Perangkat Daerah yalg membidalgi ur-usan

kepegawaian dan/atau orgalisasi Aparatur Sipil Negara

di Daerah bersama-sama melaksanaan pembinaan dan
pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sesuai

kewenalgal berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan darl
pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam

Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Olahraga Tradisional

Pasal 38

Pembinaan dal pengembangan Olahraga Tradisional

sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 10 huruf f
diselenggarakan untuk memelihara, melestarikan dan

menjaga muatan lokal serta budaya di Provinsi Riau

Pasal 39

(1) Untuk mengakomodir muatan lokal, diatur tentang

Olaharaga Tradisional, meliputi:

Pacu Jalur;

Pacu Sampan Mini;

Gasing;

Bakia-k atau terompa parrajarlg;

Ligu;

Dagongan;

Engrang;

a.

b.

c.

d.

e.

f.



(2)

(3)
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h. Hadang atau Gobak Sodor;

i. Olah raga lradisional lainnya.

Pemerintah Daerah bertarggung jawab atas pembinaar

dan Pengembangan Olahraga Tradisional.

Tar.rggung jawab Pemerintah Daeral sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meliputi pembinaan, pelatihan

dan kompetisi yang berjenjang dar berkelarfutair.

Pasal 40

Dinas bekerjasama dengan federasi olahraga masyarakat

yalg terkait olahraga Tradisional bertanggung jawab atas

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga

Tradisional sesuai pedauran perunda:tg-undalgan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat {1),

meliputi:

a. Penyediaan prasarana dall sarala; dan

b. Kegiatan olaharaga rutin.

Kegiatan Olaraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan

oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten dengan tetap

menjaga nilai muatan lokal di Provinsi Riau.

Pasa l 41

Dalam rargka mendukung pelaksanaat pembinaas dal
pengembargar Olahraga Tradisional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38, Pemedntair Daerah

memberikan fasilitas kepada Induk Organisasi Olahraga

Tradisonal di Provinsi Riau.

Fasilitas kepada Induk Orgalisasi Olairaga Tradisonal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilatsanakan

melalui;

a- penyediaan prasarana dan sarana;

b. pendampingalprograrn;

c. bantuan pendaraan disesuaikan dengan kemampuai

kerlangar Daerah;

(1)

(2)

(3)

{1)

(21
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d. fasilitasi pen5msunan standar Olairaga Tradisional

dan/atau

e, penyelenggaraal festival dan invitasi Olahraga
Tradisional yarg berjenjang darr berkelanjutan.

(3) Dinas dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan peme.intalan dalan bidang kebudayaan,
melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan

Olahraga Tradisional.

BAB VII

TENAGA KEO LAHRAGAAN

Pasal, 42

(1) Pemerintah Daerai menyelenggaral<an pembinaai darr

pengembangal tenaga keolairagaan guna pembinaan

dal pengembangan olallraga pendidikan, olahraga

rekreasi serta untuk meningkatkan kemampuar-r,

potensi, dan prestasi olahragawan Daerah provinsi pada

tingkat nasional dan internasional-

(2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :

a. guru olahraga

b. pelatih

c. instauktur atau pemarrdu

d. wasit

e. juri
I manajer

g. promotor

h. administrator

i. penyrrluh

j. t€naga medis dan tenaga kesehatan

k. ahli gizi

l. ahli biomekalika

m. psikolog, dan

n. tenaga lain yang terkait dengan keolairagaan



(1)

(2|
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(3) Pembinaan dan pengembalgan tenaga keolahragaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakal
melalui :

a.

b.

c.

fasilitasi pembinaan dan/ atau petatihan

fasililas jaminan kesehaun, dan
peningkatan karier, pelayaran

advokasi, dan/ atau penghargaan

kesejahteraan,

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga

Keolahragaan asing guna meningkatkan upaya
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan dal
Olahraga Prestasi, serta untuk meningkatkAn
kemampuan, potensi, dan prestasi Olahragawan sesuai

peraturan perundaig- unda ngan.

Penggunaan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:

pendidikan khusus;

sekolai khusus olahraga;

pusat pembinaan dan latihan pelajar;

sentra pembinaan olahraga terpadu Daerah;

sentra pembinaan olahraga berkebutuhan khusus
Daerah; dan

f. tempat pelatihaq Tenaga Keolahragaar Daerah.

g. pembinaan cabang olahraga prestasi khusus.
(3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai

berikut :

a. memiliki kuali{ikasi dan sertifikat komp€tensi;

b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang

Olahraga te.kait dan/atau induk orgadsasi Olahraga

Daerah;

c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai

peiaturan perundang-undangan; dan

d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu
pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga

Keolahragaan Daerah.

b.

c,

d.

e.



(1)

(2)
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BAB V]II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

OLAHRAGA

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaal dan

Pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.

Orgalisasi Olahraga sebagaimara dimal<sud pada ayat
(1), meliputi :

a. induk Organisasi Olahraga; dall

b. organisasi cabarg Olahraga, perkumpulal, klub, dal
sebutar lain yalg sejenis.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan peningkatan

mutu organisasi kepada induk Organisasi Olahraga

Daemh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (21

hu.uf a.

Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk
organisasi Olahraga Daerah dilaksanalai dalam

pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiart pengurus

induk orgarisasi Olahraga Daerah yang bertanggung
jawab atas pelaksalaan pembinaan dan pengembangan

Olahraga Prestasi.

Pemilihan, pengangkatan, dal pemberhentian pengurus

induk organisasi Olahraga Daerah yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangal

olahraga prestasi sebagaimara dimal<sud pada ayat (2),

dilaksanakal sesuai ketentuan peraturan perundaig-

undangan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 46

( 1 ) Pemerintah Daerah melakukarl pembinaan dan

pengembalgan organisasi cabang Olahraga,

perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis

sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b,

melalui :
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a. penyediaan prasarana dan safana;

b. pendampingan prograln; dan/atau

c. bantuan pendanaan.

Penyediaan prasarana dan safana serta pendampingan

progrcm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, dilaksanakar untuk mendukung

penyelenggaraal kompetisi turnamen, pelatihan,

pendidikar, dan penataran, yang dilaksanakan oleh

organisasi Olahraga dal-I untuk peningkatan mutu
organlsasl.

Pemberian bantuan pendanaal kepada orgalisasi
Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), ditujukan untuk :

a. penyelenggaraan kompetisi turnamen;

b. pelatiha'I, pendidikai dan penataran;

c. penyediaan fasilitas saiana Olahnga; dan/atau

d. oen ingka tan muru organisasi.

Pemberian bantualt pendanaal sebagaimana dimal<sud

pada ayat (2), dilaksanakal berpedoman pada peraturan

perundang-undangal dal sesuai kemampuan keuaagal

Daerah.

BAB IX

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Oiahragawan

Pasal, 47

Olahragawa-n terdiri dari Olahragawan amatir darl

Olahragawan profesionai.

Dalalr1 melaksa]]aka]] kegiatan Olahraga yang menjadi

kegemaran dan keahiialnya Olahragawan amatir

mempunyai hak :

a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau

perkumpulan Olahraga;

t3)

14)

t1)

(2j
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b. mendapatkan pembinaan darl pengembangan sesuai

dengan cabang Olahraga yang diminati;

c. mengikuti kejuaraar.r olahraga pada semua tingkatan

setelah mela-lui seleksi atau kompetisi;

d. memperoleh kemudahan 1?,i11 daJ:. instansi untuk
mengikuti kegiatan Keolahmgaan; darl

e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan
prolesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf e

wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan

perundang undangan.

Olalragawan profesional dapat beralih kembali menjadi

Olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan

cabang Olahraga bersangkutan.

Dalam melaksanal<an kegiatan Olairaga, Olahragawan

profesional mempunyai hak :

a. didampingr oleh manajer, pelatih, tenaga medis,

psikolog, dar/atau ahli hukum;

b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai

dengan ketentua'rr;

c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari

induk orgarisasi cabang Olahraga, organisasi

Olahraga profesional, atau organisasi olahraga

fungsional; dan

d. mendapatkan pendapatan yarlg layat.

Bagian Kedua

Pembina Olalraga

Pasal 48

(11 Pembina Olalra€a meliputi pembina perkumpulan,

induk organisasi, atau lembaga Olahraga yang telah

dipilih/ditur4uk menjadi pengurus.

(21 Pembina Olahraga melal<ukan Pembinaar dan

Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan

fungsinya dalam orgalisasi.

(41

(s)



(1)

Pasal 49

Pembina Olalraga berhak memperoleh peningkatan

pengetahuan, keterampilan, pengtlargaan, dan bantuan

hukum.

Pembina Olahraga berkewajiban :

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan

terhadap organisasi Olahraga, Olahragawa,n, Tenaga

Keolafrragaar, dan pendanaan Keolahragaan; dan

b. melal<sanakan Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga sesuai dengal pdnsip penyelenggaraan

Keolaira€aan.

(21

BAB X

PENYEDIAAN PRASARANA SARANA

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Pemerintah Daerah dan masyarakat menyedialal
prasarana Olalraga guna mendukung upaya pembinaan

dan pengembangan Olahraga, yang dilaksanakan melalui

proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,

pemeiiharaan, dai pengawasan.

Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakar dalam bentuk:
a. pembangunanprasaranaolahraga;

b. rekayasa teknis pada prasa,rana infrastruktur

Daeratr: dalr

c. penyediaan fasilitas umum olahraga.

Penyediaan prasararla Olairaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah,

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi

keolahragaan Daerah.

(31
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(2)

(3)
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pasal 51

Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga keberadaar

dan fungsi prasarana Olahraga sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memelihara,

serta mengoptimalkat pemanfaatan prasarana olahraga

milik Daerah.

Dalam hal optimalisasi pemanlaatan prasaJana Olahmga

milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselenggaiakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga,

pelaksanaannya wajib mempertahatkan fungsi utama

prasarana Olahraga.

Bagian Kedua

Pembangunan Prasa rarra Olahraga

Pasal 52

(1) Pembangunan prasarana Olahraga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi
prasarana Olahraga skala Daerah, kecamatan, dan/atau
kelumharl.

(2) Pembangunan prasa,rana olahraga sebagaimana

dima-ksud pada ayat (1) dilaksar-rakan oleh Dinas serta

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pekerjaa]] umum.

(3) Pemedntal Daerah dapat memfasilitasi pembalgunan

prasarana olahraga skala Kecamatan dan/atau

Keiura]lan.

(41 Ketentuan lebih laltjut mengenai penyediaan prasarana

Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatu.

dala]}] Peraturar Gubernur.
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Bagan Ketiga

Penyediaal Fasilitas Umum Olahraga

pasal 53

Dunia usaha yang bergerak di bidaig pembangunan

perumaflan dan permukiman wajib menyedial{an

prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai

standar kebutuhan berdasarkal peraturan perundang-

undalgal.
Prasa.ana Olatrraga sebagaimaaa dimaksud pada ayat
(1) diseraika! kepada Pemerintah Daerai sebagai aset

milik Pemedntah Daerali.

Tata cara penyerahan aset sebagaimata dimaksud pada

ayat (1) befpedomar pada ketentuan peraturan

perundang-undargan.

Bagia! Keempat

Sarata

Pasal 54

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaai produksi

sarana Oiahraga di Daerah.

Pembinaan produksi sarana Olalrraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi

standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan, dan

keselamatan, serta kebutuhan olahra€awarr.

Fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga Daerah

sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dinas.

Ketentuar lebih larjut mengenai fasilitasi pembinaan

produksi sararla olalraga sebagaimara dimaksud ayat

{11 diatur dalam Peraturan Gubernur.

{2}

(31

{1)

(2)

(3)

14)
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BAB Xi

INDUSTRI OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Masyarakat dapat membentuk industri olairaga guna

mendukung kemajuar keolahragaal di Daerah dengan

memperhatikan kesejahteraan pelaku olahlaga dan

kemajuan olahraga

Pembentukan industri olahraga sebagaimana dimal<sud

pada ayat (11, wajib memperhatikan tujuan keolahragaan

nasional serta perinsip penyelenggaraan keolairagaan

Industri olahraga sebagaimaaa dimaksud pada ayat {1),

dapat berbentuk :

a. pfasarana dal sarata yang diproduksi,

diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk

masyarakat.

b. jasa penjua.l kegiatan cabang olahraga sebagai

produk utama yang dikemas secara profesional.

Pasal 56

Pemerintah Daerah mendorong perkembangarr industri

olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk
mendukung kemajuan pembinaan dal pengembangan

keolahragaan yang dilaksalakan melalui pola kemitraan

dal badan usaha industri ola1uaga.

Pemerintah Daerah memberikan kemudahal

pembentukan sentra-sentra pembinaan darr

{2}

(31

(11

(2)

pengembangan industri olahraga.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudaa kemitraan

pelaku industri olalraga dengan media massa dan media

lainnya.
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(4J Fasilitas pembinaan dan pengembangan industri

olahfaga di daeral sebagaimana dimaksud pada ayat {1),

diiaksanakan oleh Dinas, Peialgkat Daera]l yang

nembidalgi urusaa perindustdan darl perdaganga.n,

serta urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

BAB XII

PEMELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL

OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

(11 Pemerintah Daerai dan/atau masya-rakat

pekan olahraga wilayah, dan

dan

wilayah, daerah, nasional dan

menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di

daerai dalam rangka membudayakan olairaga.

menjaring bibit oiahraga potensial, meningkatkan

kesehatan da'Ir kebugaran, menumbuhkembangkal

khasalah budaya daerah, meningkatkan prestasi

olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,

serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.

(2J Penyelengga-raan kejuaraan dan festival olahraga

sebagaimara dimaksud pada ayat (11, wajib

memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip

penyeienggaraar keolahragaan.

Pasal 58

Penyelenggaraaa kejuaraan dal festival olahraga, meliputi:

a. kejua,raan olalfraga tingkat wilayah, daerah, nasional

dan internasional;

b. pekan olahraga daerah,

pekal olairaga nasional;

c. festival olahraga tingkat

internasional;
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Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkar Wilayah. Daerah provinsi,

Nasional dan Internasional

Pasal 59

(1) Kejuaraar olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional

dan internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 58 huruf a, dilaksanakan oleh induk organisasi

olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan

kejuaraaan olahraga sebagaimana dima_ksud pada ayat
(1), dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di
Daerah.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah, Daerah dan Nasional

Paragraf 1

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah dan Daerah

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerai bertanggung jawab atas pelaksanaan

penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan

Daerah provinsi yarlg dilaksanakan seluruhnya di
Daerah.

(2) Pekan olahraga tingkat wilayah dal tingkat daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;

b. pekan olahraga paralAmpic pelajar;

c. pekan olahraga paralgmpic:

d. pekan olahraga aparatur sipil negara tingkat Daerah;

e. pekai Olahraga Daerah; dan

f. pekan olahraga tingkat wilayahh dan daerah lainnya

sesuai kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan

olahraga tingkat wilayah dan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan

Gubernur.
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(2)
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Paragraf 2

Pekan Olahraga Tingkat Nasional

Pasa-l 61

Pemerintah Daerah bertarggung jawab atas

penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional yang

seluruhnya dilaksanakan di Daerah.

Pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berbentuk:

a. pekan olaharaga pelajar dar mahasiswa

b. pekan ola}:.raga paralgmpic pelajar;

c. pekan ola}:^raga paralgmpic;

d. pekan olahraga aparatur sipil negara;

e. pekan Olahraga nasional; dan

f. pekan olahraga tingkat nasional lainnya.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas

penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat mengenai

penunjukan Daerah sebagai penyelenggara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat

Festival Olahraga

Pasal 62

Festival olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional, dan
internasional dilaksanakan oleh pemerintah Daerah,

induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi
olahraga rekreasi dan/atau masyarakat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan

festival olal'rraga yang diselenggarakan oleh induk
organisasi olairaga rekreasi, cabang organisasi olahraga
rekreasi dai/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang seluruh kegiatannya dilaksar.rakan di
Daerah.

(3)

(1)

(2)
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Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelenggaraal Kejuaraat dan Festival

Qlahraga

Pasal 63

(1) setiap penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga
wajib:

a. memenuhi persyaratan teknis kecabangan,

kesehatan, serta keselamatan sesuai standard an
perizinan terkait berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b, Mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi

olahraga yang bersangkutan darl memenuhi
persyaratan, dalam hal mendatangkan langsung

massa penonton; dan

c. Memiliki penanggung jawab kegiatan.
(2) Setiap penonton dalam kejuaraan dan festival olahraga

wajib menjaga, mentaati, dan/atau mematuhi ketentuan
peraturan peiundang-undangal mengenai k€tertiban
dal keamanan.

Bagian Keenam

Penghargaan Khusus

Pasal 64

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan khusus
dalam Pekan Olahraga Daerah.

Penghargaan khusus sebagaimala dimaksud pada ayat
(1), diberikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan

sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi

di Daerah Kabupaten/Kota peserta Pekan Olahraga

Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan

khusus dalam Pekan Olahraga Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan

Gubemur.

(1)

t2)

(3)
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(2)
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BAB XIII
PENGEMBANGAN IPIEK KEOLAHMGAAN

pasal 65

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab
melaksanakan pengembangan Iptek Keolahragaan secara

terencana dan berkelanjutan untuk memajukan
keolairagaan.

pasal 66

Pengembangan Iptek Keolahragaan secara tere4cana dan
berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan
melibatkan tenaga ahli dalam bidalg ilmu keolahragaan.

Pasal 67

Pengembangan Iptek Keolahragaan diarahkan untuk
mengembangkan ilmu dasar dal ilmu terapan dalarn

bidang keolahragaan.

Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan
untuk menggambarkan, memalrami, dan menjelaskal
aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunaa
batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan
lintas ilmu.

Pengembangan ilmu terapan ditujukan meningkatkan
kualitas pembinaan dal pengembangan olahraga.

pasal 68

(1) Pengembangan Iptek Keolahragaan dilaksanakan untuk
memajukan keolahragaan Daerah secara berkelanjutan,
yang dilaksanakan melalui :

a. penelitian

b. pengkajiar

c. penerapan

d. ahli teknologi

e. sosialisasi

f. pertemuan ilmiah, dan

g. kerjasama

(3)



-40-

(2) Pengembalgar Iptek Keolalragaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilatsanal<an melalui :

a. Perangkat daerah yang membidangi urusan

penelitian, pengembangar darl penerapan Iptek;

dan/atau

b. Kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam

bidang ilmu keolairagaan.

(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai Pengembargan Iptek

Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

(1I Dala]n melakukan Iptek Keoiairagaan Pemerintah

Daeralr memfasiiitasi :

a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya

manusia pada lembaga penelitiaa darl pengkajian

keolairagaan;

b. peningkatar prasarana dan sarana bagi peneiitian

atau pengkajian keolahragaal;

c. akses terhadap informasi keolahragaal; dal
d. pemberdayaar pusat pusat penelitiar dan

pengembangan Iptek Keolairagaan.

(2) Fasilitasi Pemerintai Daerah sebagaimala dimaksud

pada ayat i1) dapat berupa :

a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian

keolairagaan;
h hcn\ clFndoar.an ^al-rir-^- A^-

penda]npingan;

c. bentuan dan bimbingan teknis;

.l nan.labhinoan'

c hanfrran

f. penyediaaninformasi;

g. kemudahan pelayanan perizinan.
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BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 70

(1) Masyarakat darl dunia usaha memiliki perar dalam

penyelenggaraan keolahragaan di Daeral.
(2) Peran masyaJa,kat dan dunia usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat {1}, meiiputi :

a. hak;

b. kewajiban; dar.r

c. targgungjawab.

Pasal 71

(1) Masyarakat dapat mela.kukan pembinaan dan

pengemba,ngar olahraga melalui berbagai kegiatan

keolahragaan seca-ra aktif, baik yarrg dilaksanakar atas

dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran

atau prakarsa sendiri.

(2) Dalan hal melakukan pembinaan dan pengembangal

olairaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masyarakat melaksana-kan kegiatar keolahragaar:r yang

meliputi :

a. orgaxisasi keolairagaan:

b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahmga;

c. peraturan permainan dan pertandingan;

d. perlombaan atau pertandingarr;

e. penataran dan pelatihan keolahragaar;

f. pengenalal, pemantauan, pemanduan, dan

pengembangan bakat olahragawan;

g. peningkatanprestasi;

h. penyediaan tenaga keolahragaan;

i. pengadaal saralra dar-r prasarala keolahragaan;

j. penerapan Iptek keolahragaan;



k. pemberian penghargaan;

l. industri olahfaga; da]1

m. pendanaan.

(3) Pembinaandan pengembalgan olahraga oleh masyaral<at

melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimal<sud

pada ayat (2) dilakukaa oleh klub, perkumpularr, sarana,

dan/atau sanggar olairaga dilingkungan masyaral<at

setempat.

Pasal 72

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan setiap orang berhak :

a. melakukan kegiatan Olairaga;

b. memperoleh pelayalan dalam kegiatan Olahraga;

c. memilih dal mengikuti jenis atau cabang Olahraga

sesuai bakat dan minat;

d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan,

pembinaan dan/atau pengembangan dalam

Keolahragaan;

e. menjadi pelatu Olahraga;

I mengembangkanindustriOlahraga;

g. berperan sebagai sumber, pelaksarra, tenaga sukarela,

pengge.ak, pengguna hasil, dan/atau pelayan kegiatan

Olairaga; dan

h. tul'ut serta mendorong pembinaan dal pengembangan

Keolahragaan.

Pasal 73

Masyarakat mempunyai hak untuk berpera.n dalam

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan

kegiatan Keolairagaan.

Pasal 74

Masya,rakat wajib berperan dalam kegiatan Olahraga dan

memeliha,ra prasa.rana dan sarana Olahraga serta lingkungan.
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Pasal 75

(1J Dalam penyelenggaraar Oiahraga, setiap orang tua
member:ikan dukungan kepada axak untuk aktif
berpartisipasi dalam olahraga serta mengawasi al<tifitas

olahraga anak se suai talaf pertumbuhan,

lembaga pendidikan

perkembangan, bal{at, dan minat anak.

(2) Kewajiba,r penyelenggaraan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat i1) berlaku untuk anak yang diasuh

dan atau di bawah tanggung jawab wali anal< atau

pimpinan/ketua yang

terhadapmenyelenggarakan pemondokan atau asrama

peserta didik.

Pasal 76

Dalam penyelenggaraan Keoiahragaan, masyarakat :

a. membedkan dukungan sumberdaya dalam

penyelenggaraan Keolahragaan;

b. memperhatikan tujuar Keolairagaan nasiona-l serta

prinsip penyelenggaraan Keolahragaal; dar}

c. membina dal mengembalgkal olahraga rekreasi yang

tumbuh dar berkembang dari khasala,h budaya Daerah.

Pasal 77

Talggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraal

keola-trragaan meliputi :

a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

dan pengawasan atas prasaJana oiahraga; dan

b. pendanaanKeolahragaan.

Bagiar Kedua

Dunia Usaha

Pasal 78

Dunia usaha mempunyai hak untuk :

a. belperar da-lam perencaraan, pengembalgaa,

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;



b.

c.

d.
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mendirikan orgarisasi cabang Olahraga dengan

keanggotaan berasal dari ka5rawal/pekerja atau

masyarakat;

membuat program bapal< angkat bagi Olahragawar

dan/atau cabang Olairaga Daerai yang berprestasi; dan

menyelengga-rakar pertandingan olahraga untuk
karyawan peke4a atau masyaral<at, sesuai syarat,
prosedur, dan standa-r befdasarkan peraturan

perundang- undangan.

Pasal 79

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan, dunia usaha :

a. menyediakan prasarara dan sarana Olahraga untuk
ka,ryawan atau pekeda;

b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga seca-ra rutin untuk
karlrawan atau pekerja;

c. memberikar kesempatar kepada masyarakat atau

satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan

prasarana dan sarala Olairaga yalg berada di

lingkungan badan usaha;

d. memberikaa dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan keolafrragaan; darl

e. memperhatikan tujuan keolahragaan nasiona-l serta

prinsip penyelengga,raal keolahragaar; darr

f. membina dan mengembangkan Olairaga rekreasi yang

bersumber dari khasanah budaya Daerah.

Pasal 80

Ta-nggung jawab dunia usaila dalam

Keolahragaan meliputi perencanaan,

penyelenggaraan

pemanfaatair, pemeliharaan, dan pengawasan

Olahraga serta pendanaal Keolahragaar.

pengadaan,

atas prasarana

Pasal 81

(1) Pemerintal Daerai dapat memlasiiitasi perar dunia

usala dalam penyelenggaraan olairaga sebagaimana

dimal<sud dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.
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(2) Fasilitasi peran dunia usala sebagaimala dimaksud

pada ayat (11, dilaksanakat oleh Dinas.

BAB XV

KOORDINASI

Pasal 82

(1) Pemerintal Daerah melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan keolahragaan denga-n pemerintah

pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, induk

organisasi keolahragaan dan badan usaha di Daerah.

i2) Koodinasi penyelenggaraan keolal.rragaan sebagaimaaa

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas terkait

sesuai kewenargan berdasarkan ketentuan peraturan

ner-r rnrJano-r r n.l, n oan

Pasal 83

Koordinasi penyelenggaraal keolatrragaan dilal<ukan melalui :

a. rapat koordinasi provinsi.

h ranaf lter,o nrnvinci

c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 84

Daiam rangka melaksanakan tanggung jawab

penyelenggaraan keolahragaa-n nasiona,l di tingkat provinsi,

diperlukan koordinasi aitar pemangku kepentingan

penyelenggaraan keolalrragaan yaJlg meliputi arltara lajr :

a. koordinasi antar Pemerintah Daerai dan instansi

Pemerintah.

b. koordinasi anta,r Pemerinta-h Daera-h dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

c. koordinasi antar instansi/instusi terkait keolafrragaan

didaerah; da]]

d. koordinasi dengan induk orgalisasi cabalg olahraga

provinsi, orgalisasi olah€ga fungsional provinsi melalui

komite olahraga provinsi, organisasi olahmga rekreasi,

dan/atau orgarisasi keolahragaar lain.



(1)

i1)

(2)
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Pasal 85

Dalam migka pelaksalaan tanggung jawab sebagaimana

dimal<sud dalam pasal 92, Gubernur menetapkan

masing-masing pe.angkat daerah yang terkait serta

koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan

keolahragaarr sesuai ketentuar peraturan perundang

undangan.

Ketentuan lebih ianjut mengenai penetapat tugas
perangkat daerai dan koordinasi lintas sektor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraiuran Gubernur.

Pasal 86

Untuk menetapkan keterpaduan dan keserasian dalam

pelal<sanaan penyelenggaiaan keolahragaan daerah,

Gubernur membentuk satu wadah koordinasi daerah

provinsi yang bertugas mengkoordinasi dan

menyerasikan kebijatal, program dan kegiatan lintas

sector sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebdakan

pembangunan olahraga daerah.

Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :

a. seluruh Perangkat Daerah terkait;
b. TNI darr Polri;

c. instansi vertikal yang terkait

d. komite olahraga provinsi

e. organisasi masyaratat olairaga

f. pakar / al<ademis; dan

g. unsur lain yang terkait.

Wadai koordinasi daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupalar lembaga non

struktural yang ditetapkan dan bertanggung jawab

kepada Gubernur.

(2)

{3)
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BAB XVI

KERIASAMA

Pasal 87

(1) Pemerintal Daerah mengembalgkan kerjasama dalam

ralgka penyelenggaraan keolahragaan, sesuai ketentuan

perundang-undangan.

(2) Ke{asama sebagaimana dimal<sud pada ayat (11,

dilakukan dengan :

a nFl-r)print^h nr r eaf'

b. pemerintah daerah provinsi lain;

c. pemerintah daerah kabupaten/kota;

d. induk organisasi keolairagaan;

e. lembaga pendidikar;

f. badan usaha;

g. masyarakat; dan/atau

h. pihak luar neged.

{3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

berupa :

a. bantuan pendanaan;

b. bantuan tenaga ahli;

c. bantuan prasarana daII sarana;

d. pendidikar dan pelatihan; dan

e. kerjasama lain dibidang keolahragaan.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasa.l 88

{1} Pemerintah Daera-tr membentuk sistem informasi

keoiahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi

keolahragaan nasional dan Daerah Kabupaten/Kota,

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling kurang meliputi :

a. perencalaan keola.hragaan daerah;

b. potensi olah raga daerah:

c. data olahragawal;
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d. tenaga keolairagaani dan

e. prasarata dan sarana.

(3) Pemerintah Daeral akan memfasilitasi pembentukan

system informasi keolahragaan Daerah Kabupaten/Kota

da,lam rangka optimalisasi sistem informasi

keolahragaan daeral sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1).

(4J Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perencanaan pembalgunan serta urusan komunikasi

daI] informatika melaksanakan pembentukan sistem

informasi keolahragaal dan fasilitasi pembentukan

sistem informasi keolahragaal di Daeral.r

Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem

inlbrmasi Daerah Provinsi,

BAB XVIII

PENGHARGAAN

Pasal 89

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada

pelal{u olahraga, organisasi olahraga, lembaga

pemerintah/ swasta, dar perseorangan yang berprestasi

dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikar dalam bentuk :

^ 
t^ntlr lzFh^rma fa n'

b. kemudahar;

c. beasiswa;

d. pekelaan;

e. kenaikal pargkat luar biasa;

1. asuransii
kPh^.frafan.

rr. J4ux4r

i. kesejahteraan atau bentuk pengha-rgaan 1ain.

t1)

{2)
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(3J Dalam hal pemberian penghargaan kepada olahragawal
yang tergabung dalallr satu r-egu atau tim sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) huruf b, maka bentuk
penghargaal mengacu pada pola pemberian

penghargaan kepada olahragawan perseorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekarisme pemberiar]

penghargaan sebagaimana dimaftsud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendanaar.r

keolahragaal berdasarkan prinsip berkecukupat dan

berkeiarju tan.

(2) Pendanaan Keolahragaar sebagaima-na dimaksud pada

ayat {1), bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai

kemampuan;

b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah;

c. program tanggung jawab sosial perusatraan atau

cotporate social responsibilifg {CSRJ ;

d. bantuan yairg sah tidak mengikat; dan

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 91

Pengelolaan da]]a Keolahragaar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 90 dilaksarakan berdasarkan prinsip keadilan,

efisiensi, transpala-nsi, dal akuntabilitas sesuai peraturan

perundang-undangan.



Peraturan

Diundanekan di Pekanbaru

pada tanggal 29 Desembe12017

ser<nuranrs oa SI RIAU,
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BAB XXI

KSIENTUAN PENUTUP

Pasal 92

pelaksanaan Peraturan Daerah ini

ierhitung sejakditetapkan paling lama 1 (satu) tahun,

Peraturan Daerah ini diundangkan.

pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 29 Desember 2017

ouru**u* RtAu. 

. ansveo.lulrANDr RAcHMAN

H. AHMAD

LEMBARAN DAERAH PRO\,1NSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 1 1

NOREG PERATURAN DAERAH PRO\,1NSI zuAU : (10/378/2017)

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
ttd.
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?ENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEMELENGGAMAN KEOLAHMGAAN

1. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Riau yang memeiliki
kompetensi, daya saing, se11a semangat dar.r daya juang yang tinggi, perlu

dilal{ukar upaya pembangunan sumber daya manusiadi berbagai bidang

temasuk bidang keolalragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses

sistematik yalg melibatka;r berbagai aspek keolairagaan dan pemalgku
kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaajr,

pelaksa]]aall sampai dengal evaluasi dan pengawasan dalam rar.rgka

mencapai tujuan keolaheagaa:i

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikal untuk mengembangkan

kemampuan jasmali, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga

denga! memperhatikan atau melakukan aktivitas fisik, latihan lisik dan /
atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang

bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi

pembangunan daerah Provinsi Riau. Artinya pembangunan darl

penyelenggaraan keolahragaar memilihi peran yang sama pentingnya

dengan pembangunan bidang lain sepedi pendidikan, kesehatan,

perekonomian dan lainlain.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan

keolahngaan nasional, meningkatkan budaya ola-hraga masyaral{at yang

tercermin da,ri masyara.kat yang mengetahui, memaiami dan meiaksanalarr

serta menikmati manfaat olahraga, meiestarikan warisan budaya dal-I tradisi

di bidang olalraga, dan memantapkan daya saing daerah provinsi dalam

kompetisi olahraga nasional dan internasional.

Pengaturan penyelenggaraal keola,hragaan Daerah Provinsi meliputi;

perencanaar-!, pembinaar dal] pengembangan olalrga, tenaga keolahragaan,

pembinaan dan pengembangar organisasi olairaga, penyediaan sarana dan

prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan dan festival

olahraga, standardisasi, atreditasi, darl sertifikasi olahraga, pengembangan
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IPTEK keolahfagaan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi,

kerjasama, sistem informasi keolahragaan, pengha,rgaan, pendanaan.

melalui pengaturan penyelenggaraan keolaira€aan dalam peraturan

Daerai ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemedntai Daerai
Provinsi dan masyarakat dalam menyelenggarakan keolairagaan, dan

menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah Kabupaten/

Kota.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Huruf a :

Yang dimal<sud dengan' Tujuan Keolahragaala Nasional" yaitu

untuk memelihara dai meningkatka! kesehatal dan kebugaran,

prestasi, kualitas manusia, menaiankan nilai moml dal a,khlak

mu1ia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuarr

dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta

mengangkat harkat, martabat dan kehormatal balgsa.

Huruf b :

Cukup jelas

Hurul c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Pasai 4 :

Hurul a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :
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Yang dimal<sud dengan "pembudayaa,n" adalal proses social.

Perbuatan dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi suatu
kebiasaan hidup masyarakat.

Yalg dimaksud dengan "keterbukaan" ad,al:ah setiap oratg bebas

mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e :

Cukup jeias

HUIUI T :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jeias

Pasal 5 :

Cukup jeias

Pasal 6 :

Llu kup.jel?rs

?as?7 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jrlas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11:

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15:

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas
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Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasa.l 20

Pasal 21

Pasd,22

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Cukup jelas
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Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasa-l 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jeias

Cukup jelas
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Pasal 53 :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Cukup jelas

Pasa.l 56 :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Cukup jelas

Pasal 58 :

Cukup jelas

Pasal 59 :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Cukup jelas

Pasal 61 :

Cukup jelas

Pasa.l 62 :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Cukup jelas

Pasal 66 :

Cukup jelas

Pasal 67 :

Cukup jelas

Pasal 68 :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Cukup jelas

Pasal 70 :

Cukup jelas
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Pasd,72

Pasal 73 :

PasalT4:

Pasal 75 :

Pasal 76 :

Pasal 77 :

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NoMoR : 1 1


